
WALIKOTA AMBON 
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR 754 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS TRANSAKSI KEUANGAN PEMERINTAH KOTA AMBON 
TAHUN ANGGARAN 2019

w a lik o ta  Am b o n ,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Walikota
Ambon tanggal 18 November 2019 Nomor 
931/91.02/SETKOT terkait tertib Administrasi dan 
Penatusahaan Belanja Daerah untuk kepala SKPD 
agar dapat mengestimasi kegiatan - kegiatan baik 
secara fisik maupun Administrasi Tahun Anggaran 
2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan 
Keputusan Walikota Ambon tentang Batas 
Transaksi Keuangan Pemerintah Kota Ambon 
Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah 
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 
Republik. Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungj awaban 
Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, 
tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah 
Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah 
Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya 
Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3137);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5156);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017;

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran 
Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321);



15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 
13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon 
Nomor 360);

16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 
2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Kegiatan - kegiatan yang di perkirakan tidak selesai

sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 akan di 
limpahkan pembayaran pada Triwulan I Tahun 
Anggaran 2020;

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Kegiatan - kegiatan yang di perkirakan tidak selesai 
Batas pengajuan SPP dan SPM Belanja GU (Ganti 
Uang), Belanja TU (Tambahan Uang) dan Belanja 
Langsung LS (Rutin) SKPD selambat -  lambatnya 
Tanggal 30 November 2019;

Batas Pengajuan Belanja Langsung (Fisik) selambat- 
lambatnya Tanggal 20 Desember 2019;

Batas Penerbitan SP2D Atas Beban Belanja 
Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 
Tanggal 23 Desember 2019;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Tembusan kepada Yth:
1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Lurah/Camat Dalam Lingkup 

Pemerintah Kota Ambon;
4. Arsip.


